WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Menimbang :

Mengingat

a.

—_

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PAREPARE

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Daerah Kota Parepare Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu ditetapkan
Peraturan Walikota tentang rincian lebih lanjt dari
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendahaaraan Negara (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.Undang-Undang..............



10.

11.

12.

13.

-0

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan  Tanggungjawab  Keuangan  Negara
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negera
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 558);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4540;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

14. Peraturan................



Menetapkan

14.

15.
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21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575).

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala
Daereah atau dibayar sendiri oleh wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun n2006 tentang Pedoman Pengelola
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun
2014 Nomor 1);n

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2013
tentang  Pertanggungjawaban = Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
(Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2014
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1.

2.

1) Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp.
b. Dana Perimbangan Rp.
c. Pendapatan lain-lain yang sah Rp.
Jumlah Rp.
2) Belanja

Penjabaran

Daerah adalah Kota Parepare.

. Walikota adalah Walikota Parepare.

Pertanggungjawaban

BAB 1II

LAPORAN REALISASI

Pasal 2

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Parepare
Tahun Anggaran 2014

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014 terdiri atas :

112.070.946.227,51
480.140.326.301,00
119.871.652.724,19

a. Belanja Tidak Langsung

ok

b. Belanja Langsung

Belanja Pegawai
Belanja Bunga
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial Rp.
Belanja bantuan Keuangan Rp.
Belanja Tidak Terduga Rp.

Jumlah Rp.

712.082.925.252,70

. 313.219.875.515,00

3.393.912.411,10
4.104.500.000,00
7.000.000,00
587.083.889,00
301.784.800,00
321.614.156.615,00

13.565.806.075,00
182.510.031.041,00
97.097.851.330,00

1. Belanja Pegawai Rp
2. Belanja Barang dan Jasa Rp.
3. Belanja Modal Rp
Jumlah Rp.

Jumlah belanja Rp.

Surplus/ (defisit) Rp.

293.173.688.446,00
614.787.845.061,10
97.295.080.191,60

3.Pembiayaan................



3) Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 22.415.532.779,67

b. Pengeluaran Rp. 5.384.187.786,2

c. Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 17.031.344.993.42

SILPA Tahun Berkenaan Rp. 114.326.425.185,02
Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Walikota

Pasal 4

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi
anggaran

Pasal 5

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini

Pasal 6

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 merupakan
Bagian yang tidak terpiahkan dari Peraturan Walikota ini.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan
apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare,
pada tanggal 30 Juli 2015

WALIKOTA PAREPARE,

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare,
pada tanggal 30 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

o

MUSTAFA MAPPANGARA

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2015 NOMOR 40



